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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 256/PMK.05/2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16

ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Transaksi Khusus;

b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan

proses bisnis transaksi khusus sehingga perlu dilakukan

penyempurnaan dan pengaturan kembali ketentuan

mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Transaksi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi

Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI

KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi

Khusus yang selanjutnya disingkat SATK adalah

serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan

untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran

serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan

fungsi khusus Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara, serta tidak tercakup dalam Sub Sistem

Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan

tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian

Anggaran yang bersangkutan.

www.peraturan.go.id



2015, No.2054
-3-

3. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB

adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk

oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi

Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN TK

adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan

akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus

pada tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum

Negara.

5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKKPA

BUN TK adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator

dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan

laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada

langsung di bawahnya.

6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu

Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang

selanjutnya disingkat UAP BUN TK adalah unit

akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan

yang melakukan penggabungan laporan keuangan

seluruh UAKPA BUN TK/UAKKPA BUN TK.

7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator

Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus

yang selanjutnya disingkat UAKP BUN TK adalah unit

akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan

yang melakukan penggabungan laporan seluruh UAP

BUN TK.

8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa

Pengelola Barang Bendahara Umum Negara yang

selanjutnya disingkat UAKPLB BUN adalah satuan

kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk

mengurus/menatausahakan/mengelola BMN yang dalam

penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang.
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9. Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat

DJA adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan

yang mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang penganggaran.

10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya

disebut Ditjen PBN adalah unit eselon I pada

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang perbendaharaan Negara.

11. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya

disingkat DJKN adalah unit eselon I pada Kementerian

Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

12. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang

selanjutnya disingkat DJPK adalah unit eselon I pada

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.

13. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah Instansi

Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan

dan risiko.

14. Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF

adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang

mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang

kebijakan fiskal.

15. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya

disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah

pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan

dan hibah.

16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
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17. Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian

Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut BMN Idle

adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang

tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

18. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa adalah aset yang

dikuasai Negara berdasarkan:

a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor

Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa

Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo.

Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;

b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;

c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo.

Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi

ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor

52/KOTI/1964; dan

d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-

5/5/66.

19. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya

disingkat KKKS adalah Badan usaha atau bentuk badan

usaha tetap yang diberikan wewenang untuk

melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas

bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak

kerja sama dengan badan pelaksana.

20. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang

berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang

selanjutnya disebut BMN Yang Berasal Dari KKKS

adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh

atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan

dalam kegiatan usaha hulu.

21. Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut

Kontraktor PKP2B adalah badan usaha yang melakukan

pengusahaan pertambangan batubara, baik dalam

rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
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